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PENDAHULUAN
Bangsa Indonesia yang dianugerahi lingkungan hidup

h Tuhan Yang Maha Esa berupa kekayaan sumber
aya alam yang melimpah, baik di darat, di perairan
maupun di udara yang merupakan modal dasar
bangunan nasional di segala bidang. Modal dasar
mber daya alam tersebut  diindungi, _dipelibara,
strkan, dan dimanfaatkan secara optimal untuk
encapai kescjahteraan masyarakat Indonesia  pada
“hususnya dan mutu kehidupan manusia pada umumnya
menurut cara yang menjamin keserasian, kesclarasan, dan
ke ~m\haugan baik antara manusia dengan Tuhan Yang
Msha Esa, manusia dengan sesama manusia maupun
anusia dengan lingkungan ekosistemnya dalam rangka
‘capai kescjahteraan lahir dan batin. Oleh karena itu,
lolaan sumber daya alam hayati dan ckosistemnya
2ai bagian dari modal dasar tersebut pada hakikatnya
erupakan bagian integral dari pembangunan nasional

yang. berkelanjutan. Antara manusia, masyarakat dan
Tingkungan hidup terdapat hubungan timbal balik yang
selalu harus dibina dan dikembangkan agar dapat tetap
esclarasan, keserasian dan keseimbangan dinamis
(Penjelasan UU No.23, Th.1997).
Tuhan Yang Maha Esa menciptakan bumi dangan
isinya dimaksudkan unuk  kemakmuran masyarakat
anyak. Seperti halnya yang diatur dalam Pasal 33
Undang-Undang Dasar 1945,
Pengelolaan sepenuhnya diseralikan kepada manusia,
pengelolaan dalam pendayaan sumber daya alam scl

uniuk memajukan  kescjahteraan umum juga  untuk
mencapai kebahagiaan hidup. Dan pengupayaannya harus
mcmpuhankm elsaran k:mumpuan lingkungan hidup
unuk  menunjang

pelx\bangmmu yang belkcamambungﬂn
Dalam pendayagunaan sumber daya alam, baik hayati
non hayat, sangat mempengaruhi kondisi
i Yabkan @ges ek sl Iebidopes
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yang sudah berimbang antara kehidupan it sendiri
dengan lingkungannya. Manusia dalam memanfaatkan
sumber daya alam ini harus memperhatikan tujuan dan
penganh (dampak) yang akan didmbulkan akibat
‘pemakaian.

Indonesia merupakan salah satu Negara yang tingkat
Kerusakan lingkungan hidup terutama hutan paling cepat
i dunia, yaita 2 persen/tahun atau sektar 51 km persegi
‘per hari yang discbabkan oleh perbuatan manusia, ait:
Hegal logging yaitu pencbangan hutan Indonesia yang.
dilakukan oleh pembalakan far;

Legal logging yaitu pencbangan hutan yang dilakukan
olch perusahaan pemegang HPH dan HTL tak
terkendali;

3. Kebakaran hutan untuk pembukaan lahan baru.

(Jawa Pos, 2007: 1)

‘Apabila dampak yang ditimbulkan tidak diperhatikan,
akibatnya skan dirasakan oleh generasi berikumnya.
Kescimbangan sumber daya alam akan sulit tercipta
Kembali dan akan memakan waktu yang cukup lama
dengan biaya yang tidak sedikit.

Indonesia sebagai Negara yang sedang membangun
selalu mengupayakan sumber daya alam yang ada tersebut
schingga  perubahan-

tidak mustahil cepat atau lambat akan mematikan sumber

daya alam yang ada sehingga fungsinya pun akan ertutup.

Dengan terungkapnya akibat-akibat negati dari pola

dan cara penggunasn manusia terhadap sumber daya

lingkungan yang demilian ito, tumbuhlah kesadaran baru,

bahwa jika manusia ingin menyelamatkan peri
" i Jbah siki
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Konsep GBHN kita jelas menganut pemikiran yang
demikian itu, pertimbangan ity tidak hanya mengejar
Kemajuan lahiriyah atau kepuasan batiniah, melainkan
Kesclerasan,  keserasian, dan  kesinambungan  ablara
juanya.
Pembangunan sebagai suatu perubah sosial yang
berencana akan lebih tampak lagi apabila diperhitungkan

pula  akibatakibanya  yang  harus  dianggulangi
(Sunggono, 1994: 16).
METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi  pada  hakikatya  berusaba _ untuk

‘memberikan pedoman tentang
untuk  mempelgjari, menganalisa
lingkungan-lingkungan yang dihadapiaya
identitas masing-masing. Metododologi penclitian hukum
juga mempunyai ciriciri tertenty yang merupakan
identitasnya, ofeh Karena ilmu hukum dapat dibedakan
dari iimu-ilmu lainnya (Sockamto, 2006). Oleh karend
penclitian merupakan sarana ilmiah bagi pengembangan
imu pengetahuan, maka metodologi penclitian yang
diterapkan harus senantiasa_disesuaikan dengan il
‘pengetahuan yang menjadi induknya.

cara-cara seorang penelit

dan  memahami

serta memiliki

Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Suatu penulisan yang merupakan suatu karya ilmiah
diperlukan pengumpulan data-dta _informasi yang
diharapkan lengkap sehingga dapat menunjang _dasar
pembahasan atas permasalaban yang akan _dibahas.

dan cara pandangnya terhadap lingkungan dan mengaur
ata penggunaannya sesuai dengan tuntutan perlindongan
dan pemelibaraan lingkungan (Danusaputro, 1982: 158),

‘Scbagaimana yang dituangkan dalam Pasal 3 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 1997, bahwa pengelolaan
lingkungan hidup yang disclenggarakan dengan asas
tanggung jawab Negara, asas berkclanjutan, dan asas
manfaat bertyjuan untuk  mewujudkan  pembangunan
‘berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam
fangka pembangunan manusia Indonesia seutubhaya dan
pembangunan masyarakat Indonesia_selurohnya yong
beriman dan bertaqua kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Di Indonesia pengelolaan menuju kualitas kehidupan
yang lebih baik ini tidak hanya ditajukan kepada
kehidupan lahiriyah tetapi juga kehidupan batiniyah
(spiriual).

Prosedur pengumpulan bahan hukum  bisa melalui
berapa tahap, yaite:

Menginventarisasi hukum positi yang permah ada dan
yang masih berlaku yang berkaitan dengan hukum anti
‘Tmonopoli dan hukum persaingan usaha serta pedoman
<anaan lelang pengadaan barang/jasa pemerintoh.
Mengindentifikasi hukum positf, merupakar
teknik idenifikasi hokum posi
hubungan erat  de
monopoli dan hukum persaingan usaha yang sehat
ria pelaksansan lelang pengadaan _ barangfjasa
pemerintah.  Hal ferscbut dilakukan _ untok
mendeskripsikan dan  menganalisa  substansi  dan

hukum persaingan ussha serta prinsip-prinsip lelang
pelaksansan  pengadaan

(Hadjon, 1997 10).
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SSISTENSI PERATURAN PERUNDANG-
DANGAN DALAM MENGATUR TINDAK
1D ANA LINGKUNGAN

-4 Hukum Bagi Masalah Lingkungan dan
Sebijaksanaan Lingkungan

i Rescoe Pound tentang "Law is a tool of Social
“cincering” Struktur suatu masyarakal, selalu berada
fondit yang larang, imbang. Ada yang telalu

aka yang  beradab,  ketimpangan-
mpangan structural perlu ditata ulang dalam pola
imbangan yang proporsional. Karena itu, perlu langkah
esif memfungsikan hokum untuk menata
 Yoan, $., 2006).
Kebijaksanaan lingkungan yang ~ dirumuskan
pkan  dalam  Undang e Penze\ohan
skungan Hidup (UUPLH) memerlukan sistem yang
“engatur dan membatasi perilaku warga masyarakat dan

Sinilah hukum berperan.

Implementasi  kebijaksanaan lingkungan  dalam
seraturan perundang-undangan lingkungan menyangkut
2 penctapan program-program untok melaksanakan
angkahvlangkah terhadap tojuan yang hendak dicapa

Dengan  demikian,  pelaksanaan jaksanaan
ngkungan dengan peningkatan cfektivitas instrumen
vang mengatur tidak saja ditujukan kepada instrumennya
<endiri, tetapi terutama kepada unsur implementasi dan

wkumnya, Di sinilah matarantai pengaturan
empunyai kedudukan sent
Instrumen kebijaksanaan lingkungan yang perlu di
cupkan  dalam  perawran  perundang-undangan
ngkungan  demi  Kepa hukum  merupakan
sencerminan arti pentingnya hukum bagi pemecahan
masalah lingkungan.

Kebijaksanaan ~ yang  diga pemerintah
<ebagaimana dimaksudkan dalam Pu.!l 810 UUPLH
dapat ditempuh dengan berbagai sarana yang bersifat
pencegaan s sedek ki pemlian sampei taraf
soemal k 2000: 1

Undan,

renegakan b
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ukum yang i e lsing lo) i syt
yang tentunya sesuai pul penceminan
o o i yg s e s
(ummtnagi, 5719)

Demikian pula halnya dengan hukum pidana materil
e i s o o i
hukumnya mengatur dan/tau dapat dierapkan di dalsm
emclsalan ik pian Inhangn . S
‘mengakomodssi

fungsionalisasi-nya  dalam
Cebesdosn tindak  pidan Hoghumgn,  ehioges
tksxsuns\nya dapat dikatakan telah  merpakan

erminan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

P st doat Aot o el det ap 0
dapat kita ketemukan dalam hukum mengenai pengaturan
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sccara nasional
adalah apa yang diatur di dalam Undang Undang Nomor
23 Tahun 1997 yang telsh diundangkan pada tanggal 19
September 1997 dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 68 Tahun 1997.

B dalam gl g pcny:lcngglnan d@an
pengelolaan  lingkungan berdasarkan
kebijakasanaan nasional yang lgrpndu i menychunk,
harus didasarkan pada norma hukum dalam _bentu

peraturan perundang- undangln untuk dapat duudka
pedoman, m bagi seluruh masyarakat
(Hamdan, 2000: 3).

Terbentuknya UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup disingkat dengan UUPLH
di Indonesia merupakan salah
dilibat dari  sudut pembangy
‘maupun dari sudut pembinaan hukum nasional. Dari sudut
pembangunan nasional masuknya aspek lingkungan
dalam konsepsi pembangunan (dikenal dengan prinsip
pembangunan yang berwawasan lingkungan), _erat
hubungannya dengan perkembangan yang terjadi
‘masyarakat international yang sedang membangun.

Dari sudut hukum masional masuknya aspek
lingkungan pada proses pembentukan hukum baru dari
st Negarayang sedang membangun sper Indoesia

Fungsi hukum dalam suatu masyarakat yang sedang.
mengalami  proses modernisasi i (proses tumbuh
kembang) erat kaitannya dengan sistem sosial berfungsi
mengatur, menyelesaikan sengketa serta mendidik itu erat
kaitannya dengan fungsi hukum objekiif yang hakikatnya
 berfungsi preventif dan represif (Koeswadi, 1993:

),

Pengaturan Tindak Pidana Lingkungan Dalam
Peraturan Perundang-Undangan

dimana pemyataan  Prof. Dr.  Muchtar
Kusumastmadja, SH, LLM yang menyatakan bahwa
fukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan

pembangunan berwawasan
1cmdnclopmcul) (um wvs 29,
pera

lingkungan

gan  yang  sifatnya
samt mcnglndnng mnk!l untuk  menegakkan
Ketentuan hukum tersebut. Di samping itu, i dalam Kitab
(KUHP) beberapa

bentuk-bentuk

‘mengenai hal ini dapat dikemukakan dalam Pasal-pasal
187, 187 bis, 202, 203, 204, 338, 359, 360, 408, 409 dan
sebagainya (Rangkuti, 2000; 169)



Fungsionalisasi Sanksi Pidana dalam Rangka ..

Secara dogmais masalah pokok yang berhubungan
dengan Hukum Pidana adalah membicarakan 3 (tiga) hal,

yaitu:
L. Perbuatan yang dilarang;
2. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu;
3. Pidana yang diancam terhadap pelanggar larangan it
(Hamdan, 2000: 35)
Berdasarkan bunyi Pasal 55 KUH Pidana, maka yang
i wdak pidana adalah

Budi Hariyarto

POLA PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP TINDAK PIDANA LINGKUNGAN

Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap
‘Tindak Pidana Lingkungan

Ajaran hukum fungsional yang diajarkan oleh seorng
‘guru besar Rotterdam, J. Ter Heide, ajaran itu berintikan
bahwa berfuugxm)u hukumda
hubun

1. Orang yang melakukan;
Orang yang menyuruh melakukan (orang yang
‘member perintah);

Orang yang turt serta melakukan, dan

yang membujuk melakukan.

Delik lingkungan merupakan perkembangan baru
dalam Hukum Pidana yang perlu dibahas tersendiri,
teruama. scjak berlskunya. ketentuan yang mengatur
tentang  Ketentuan pidana bagi pelaku n

sejumiah variabel, Hubunyn variabel tersebut oleh Ter
Heide diartikan sebagai perilaku para yuris, hakim,
pembentuk undang-undang, warga masyarakat berada
dalam suatu hubungan yang ajeg terhadap di satu pibak
borbagai  kaedah hukum dan  dalam  pihak-pibak
linglungan-lingkungan konkrit. Dengan ajaran ini maka
diperoleh  suatu  pemahaman  (insight)  tentang.
berfungsinya hukum, dalam arti bahwa ia dipahami
sebagai suatu ajaran dalam suatu konieks kemasyarakatan,

lingkungan  hidup. dengan  kejahatan di dalamnya ok hanya  keadaan-keadaan
hnglmngm hidup diatur dalam Pasal 41 sampai dengan  (lingkungan) fakual, tetapi juga  Kaedah-kacadsh,
I 48 Undang-Undang ~ Pengelola ghungan  harapan-harapan, azas-azas mempunyai arti  penting.
mau D=ngn| latar belakang tersebut, Ter Heide menunjukkan
Tindak Pidana s Pengelolaan ridis (perbuatan hukum) it

al

Lingkungan Hidup yang disebut juga dengan kejshatan

lingkungan hidup adalah;

1. Perbuatan Pencemaran Lingkungan Hidup yang diatur
dalam Pasal | angka 12 Undang-Undang Pengelolaan
Lingkungan Hidup.

Unsur-unsur dari pencemaran lingkungan hidup itu
adalah;

Masoknya atau dumasokkannya makbluk hidup,

at, encrgi dan/atau komponen lainnya ke dalam

lingkungan hisup;

Dilakukan oleh kegiatan manusia;

Menimbulkan penurunan  kualitas lingkungan

‘sampai pada tingkat tertentu, yang menyebabkan

lingkungan hidup tdak dapat berfungsi lagi dengan

peruntukannya

Perbuatan Perusakan Lingkungan Hidup sebagaimana

diatur dalam Pasal 1 angka 14,

Unsurunsur dari pxbunmn e linghungen

hidup ity adalah sel
Adanya m.a.k...

b,

I

nd.:.k hanya mcnempkm Kaidah kmm
menetapkan  kaidah-
harapan, meng;amkulis‘ e Icrktndung
dalam suatu cakrawala pengalaman terientu. Dalam segi

Ter Heide memperlihatkan afinitis - (kedekatan
pendapat). Terhadap arti konkrit dari ajaran hukum
fungsional sangat pentgnya s ek bl babva
positf untuk  implikasi-implikasi kemasyarakatan dari
hukum dan untuk azas-azas yang bertalian dengan it (.
Ter Heide, Rechts Vinding, 1963) (Rato, 2007).

Keberadaan tindsk pidana lingkungan yang cenderung
semakin meningkat dewasa ini baik kualitas maupun
Kuantitasnya, merupakan  gangguan terhadap.
Keamanan dan ketertiban serta kescjahteraan masyarakat
juga telah banyak menimbulkan dampak yang sangat
merugikan bagi kepentingan  pembangunan  secara
nasional.

Meskipun UU Pengelolaan Lingkungan Hidup 1997
beikut_perauran pelaksanaannya.telsh. mengantisipasi
tindak pidana lmgkungav\ dengan mencantumkan sanks

lmpv Jup

i

tidak

Iangsuug lcrmdap S Tk doom hayzlu

¢ Y-ng mmgaklhllhn lingkungan hidup tidak

berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan
yang berkelanjutan,

pidanay
ancaman pidana tescbut ok begis saja. dapat
dildksanskan,  mengingat beberapa  masalah  dan
pertimbangan tertents. Hal ini secara umum mewakili
public opini atas fenomena penegakn hukum terhadap.
tindak pidana lingkungan.
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mang. permasalahan dan berbagai kendala akan

Gijumpai aparat penegak hukum di lapangan. Namun
mikian

suatu alasan
pada
nnya menimbulkan opini bahwa aparat penegak
m kurang antisipatif, atau aparat penegak hukum

slu ketinggalan selangkah dalam menangani kasus-
tass tindak pidana lingkungan, atau aparat penegak
Jkum hanya menangani pelaku tindak pidana lingkungan
ang kelas teri sementara yang kelas kakap tetap sulit
angkau atau dibiarkan saja
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dengan tidak mengganggu lingkungan itu sendiri. De
eniing sk p ik g 5k St
telah dicipiakan bezbagai bentuk. peraturan perundang-
e 4 b st ok brgs
peraturan pelaksananya

Apabila upaya preventf tidak ‘mungkin
dilakukan sccara efektif dan sebaik mungkin, maka tidak
mustahil bencana alam dalam bentuk. banji atau tarah
Tongsor dapat terjadi, akibat yang diderita selain rusaknya
lingkungan dalam bentuk tanah tandus, hutan gundul ata
tansh yang tidok subur logi juga kerugian penduduk

sedini

Kesemua opini publik tersebut pada akhimya  setempat (Subagyo, 1999: 23).
mempertanyakan cfekiivitas  fungsionalisasi  hukum
‘ p i Upaya
Apakah yang dimaksud d hukum  Tindak Pidana Lingk
“idana terscbut ? Menurut Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, Permasalshan  lingkungan  hidup  merupakan

SH, fungsionalisasi hukum pidana diartkan scbagai upaya

pencgaken hukum pidana (Aricf, 1990).
Pencgakan hukum berkaitan erat dcng;n Ketaatan bagi

pemakai dan pelaksana peraturas

permasalahan Pemerintah dan masyarakat, namun perlu
disadari tidak semua hal yang berkaitan dengan jenis
pencemaran atau perusakan lingkungan telah dijadikan
‘permasalahan, factor penyebabnya antara lain

1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melapor;

2. Kurangnya keberanian masyarakat untok bertindak;

. Kurangnya pengetahuan masyarakat untuk menangani
masalah lingkungan;

L o ik eyt o penyelcnggam

pertanda tujuan diciptakannya peraturan tercapai
s in menurut Prof. Dr. Soerjono Sockamto, SH,

MA, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan

hukum adalah:

Fakwr hnk\xmnyn sendir, yaitu faktor perundang-

szmr penegae hukum, yaits piakpibak yang
huky

4
5. Tidak adamya satw pandangankonsepsi tentang
lingkungan,

Efekiifaya fungsi antisipatif dari UU. Pengelolaan
Lingkungan Hidup, dan aparat penegak hukum adalah
‘merupakan prasyarat keberhasilan upaya pencegahan dan
pennggilngen tindak pidana  lingkungan. Dalam
i, postulat hukum ataupun penyelenggaraan
pcn!dl!au pidana yang bersubstansikan  upaya-upaya
memiliki straegis  untuk
dioperionalan. Denikizn ol halya dengen sart

= i

preventif

5 Fakor saana atu fasilias yang  mendukung
penegakan hukum;

F: yaraka, yaitu lingkungan di mana hukum
tersebut berlaku atau diterapkan;

Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta,
dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia di
dalam pergaulan hidup.

(Sockamto, 2007: 8.

Pencgakan hukum yang berisi kepatuhan, timbulnya
g
Setiap insan manusia. untuk
bunyi

tidak secara tiba-tiba melainkan melaui suatu proses yar
crbentuk dari kesadaran
claksanakan dan tidak melaksanakansesua
peraturan yang

Penegakan hukum dalam lingkungan hidup, berkait
<ebagai aspek yang cukup kompleks, dengan tujuan tetap
mempertahankan dan menciptakan lingkungan yang dapat
inikmati oleh setiap manusia dalam pengertian luas

p.dm upaya-upaya prlevumlf yang_ dilegitimasi olch
hukum acara  pidar peraturanperundang-
g @ tig oty \earagin S spebl
dilaksanakan secara ril juga akan dapat mengjnlislpﬂsl
terjadinya tindak pidana lingkungan, di mana secara
pendekatan sistemik hal ini bisa bermanfaat guna
mengeliminir perkembangannya.

Selain itu salah sau upaya untuk mengatasi kendala
pencgakan hokum lingkungan tersebut, antara lain
neitgkatan il imbes 89 somaia g
pendidikan dan pelathan singkat bagi para_pencgak
hokum dan aparat pemerintahan yang akan melaksanakan
undang-undang ini, anggota masyarakat yang wgas
pokoknya dibidang hokum.

Pengertian  peningkatan _ kesadaran
mencakup  kegiatan  penyuluhan,

masyarakat
‘menyebarluasan
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informasi, dan pendidikan baik formal maupun nonformal
tentang hukum lingkungan (Daud, 1999: 184).

‘Hampir disetiap wilayah di belahan bumi ini pemah
teadi bencana alam, bencana itu sendiri dapat terjadi
Karena proses alam yang berasal dari perut bumi atau pada
permukaan bumi dan dapat pula karena sikap manusia
pada alam yang ftidak memperhitungkan scgala
Kemungkinan dan resiko atas ulahnya tersebut. Tidak
‘semua bencana alam dapat diccgahnamun dapat dikurangi
Seminimal mungkin kerusakan yang bakal terjadi atau
Kerugian yang dapat ditimbulkan olch bencana tersebut.

us lingkungan  scbagai _akibat perbuatan
manusia dapat mempengarohi kehidupan dan  dapat
menimbulkan kerugian yang sama dengan bencana
lainnya, bahkan kemungkinannya lebih perah lagi, namun
Keadaan demikian sebenamya tidak harus terjodi seperti
misalnya banjir, tanah longsor dan scbagainya karena
punahnya wmbub-umbuhan akibat dari pencbangan
secara bebas tanpa memperhitungkan komposisi dan
pengarubhnya terhadap alam.

Dengan berpijak pada tatanan yang telah digariskan
jtandengan

Ketentuan itu akan mendapat sanksi pidana.

Misalnya, dalam pengelolaan hutan harus dilandasi
pada. perlindungannya untuk menghindari penanganan

Semena-mena. Di lingkungan kehutanan sesuai Pasal

16 PP 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan, antara
Lain ada PNS yang diberi wewenang Kepolisian Khusus
antara lin untuk:
a. Mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan
hutan dan wilayah sekitar hutan;
Memeriksa sarat-srat atau dokumen yang barkaitan
dengan pengangkatan hasil hutan atau wilayah sekitar
hutan yang menjadi wilayah pemeriksaannya;
Menerima laporan tentang terjadinya tindak pidana
‘yang menyangkut hutan dan kehutanan;
Mencari keterangan dan barang buki terjadinya tindak
‘pidana dibidang kehutanan.
Ini merupakan upaya prevenf yang dilakukan
pemerintah  melalui Kehutanan  yang
merupakan tindskan pengawasan terhadap kemungkinan
adanya tindakan yang dilakukan sccara sengaja atau
Karena kelalaian oleh oknum-oknum yang memanfaatkan
hasil hutan atau lain-lain di dalamnya (Subagyo, 1999
29).
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PENUTUP

simpulan

Dari uraian beberapa materi tentang tindak pidana di
jidang lingkungan, maka dapat kami simpulkan hal-hal
sebagai berikut :

1. Secara konsepual Undang-Undang ~ Pengelolaan
Lingkungan Hidup (UUPLH) scbagai dasar hukum
untuk menampung kebutuhan masyarakat techadap
pemecahan masalah lingkungan dari segi yuridis
sudah ad
clah lengkap, baik dari segi preventif, maupun yang.
bersifat represif (aspek kepidanaan dan keperdataan).
Pengadilan masih belum berperan dalam penyelesaian
perkara (sengketa) lingkungan, sedangkan pemahaman
terhadap substansi Hukum Lingkungan juga belom
memuaskan;

2. Perlunya peningkatan pengetahuan di bidang Hukum
Lingkungan dari aperatur penegak hukum lingkungan,
Khususnya bagi para hakim, jaksa dan pengacara agar
mercka siap menangani kasus pencemaran dan atau
Kerusakan lingkungan yang diajulkan ke pengadilan;

3. Efcktifnya fungsi antisipatif dari UU_ Pengelolaan
Lingkungan Hidup, dan aparat pencgak hukum adalah
‘merupakan prosyarat keberhasilan upaya pencegahan
dan penanggulangan tindak pidana lingkungan. Dalam

Konteks ini, postulat hukum ataupun penyelenggaraen

s

Demikian pula halnya dengan aparat
pencgak hukum pada masing-masing _sub-sisicm
peradilan pidanc, upaya-upaya  preventif _yang
dilegitimasi olch hukum acara _pidana maupun
peraturan perundang-undangan  di - masing-masing
lembaganya apabila dilaksanakan sccara ril juga akan
dapat mengantisipasi terjadinya tindak  pidana
lingkungan, di mana secara pendekatan sistemik hal
ini bisa  bermanfaat  guma  mengeliminic
perkembangannya,

preveni
diopersionalkan.

Saran-Saran

Mengingat semakin marakaya perkembangan tindak
pidana lingkungan baik secara kuantitas maupun secara
Kualitas, serta pengaruh  dan kerugian yang da
ditimbulkan secara nasional, maka seyogyanya ditempuh
langkah-langkah
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